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TENTANG

KEGIATAN TAHUN JAMAK PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3 (TIGA) RUAS JALAN

Menimbang

Mengmgat

a

DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa sebagai implementasi dan Perjanpan Investasi Dalam Bentuk
Pemberian Pimaman Pemenntah Daerah Antara Pusat Investasi Pemerintah
dengan Pemenntah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomorm 10 Tahun 2013 tentang
Pinjaman Daerah terkait dengan Pembangunan 3 ( tiga) Ruas Jalan di
Kabupaten Halmahera Selatan maka dipandang perlu ditur Kegiatan Tahun
Jamak Pimjaman Daerah dalam rangka pembangunan 3 ( tiga) Ruas Jalan
dimaksud,

bahwa untuk pembangunan infrastruktur 3 ( tiga) Ruas Jalan tersebut dalam
satu kawasan yang terintegrasi, memerlukan waktu lebth damn 1 ( satu ) tahun
anggaran,

bahwa untuk menjamin ketersediaan dana dan kesinambungan pelaksanaan
program pembangunan infrastruktur 3 (tiga) Ruas Jalan sebagaimana dimaksud
huruf a, diperlukan dasar hukum penganggaran,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a. huruf b
dan huruf ¢, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kegiatan Tahun Jamak
Piyjaman Daerah Dalam Rangka Pembangunan 3 ( tiga) Ruas Jalan di
Kabupaten Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara R 1 Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan L.embaran Negara R 1 Nomor
3833),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas danm Kolus:, Korups: dan Nepotisme (Lembaran
Negara R I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R [ Nomor
3851),

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ientang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara R | Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provins: Maluku
Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R I Nomor 4264),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Megara R 1 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R . Nomor
4286),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara R 1 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republhik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R |
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438),
Peraturan Pemermtah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara R1 Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 3956) sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara R [ Nomor3957),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(LLembaran Negara R 1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara R |
Nomor 4575),

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara R 1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara
R.l Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R 1
Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I Nomor 4593),
Peraturan Pemerntah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemenntah Daerah Kepada Pemenntah, Laporan
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran
Negara R [ Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan [.embaran Negara R.I Nomor
4693),

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi, dan
Pemenntah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R1 Tahun 2007
Nomor 82, Tamabahan L.emabara Negara R | Nomor 4737),

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemernintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mihik
Negara/Daerah (Lembaran Negara R Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lemabara Negara R I Nomor 4855),

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans:
Pemenntahan (Lembaran Negara R [ Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lemabara Negara R | Nomor 5265),

Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran MNegara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/
Pemenintah,

Peraturan Menter1 Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menten Dalam Nagen Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menter1 Dalam
Negennt Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten
Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
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21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 4),

22 Peraturan Daerah Kabupaten [lalmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 5),

23 Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

24 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 15),

25 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2013 Nomor 10),

. Memperhatikan Perjanpan Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Pembangunan 3 ( Tiga ) Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten
Halmahera Selatan Provinst Maluku Utara Antara Pusat Investas: Pemenntah
Kementnan Keuangan Republik Indonesia dan Pemennath Kabupaten

Halmahera Selatan Nomor 04,-,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG

—

o
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KEGIATAN TAHUN JAMAK PINJAMAN DAERAH DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3 (TIGA) RUAS
JALAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB 1
KFTENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemenntah Daerah dan
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomu dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
secbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Pemenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Pusat Investasi Pemenntah yang selanjutnya disingkat PIP adalah instansi pemerintah pada
Kementnan Keuangan Repubhk Indonesia yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum,

Sekretnis Daerah adalah Sekretnis Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Sclatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil
Kabupaten Halmahera Selatan

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menenma sejumlah
uang atau menenma manfaat vang bernilai uang dan Pihak Lain schingga Daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali



il

11 Perjanpan Investas: adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investas: antara
Badan Investass Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemenntah
Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau Badan [Tukum Asmg

12 Dana Investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk Pinjaman kepada
Daerah

13 Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah

14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selamjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujur bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD vyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

15 Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dismgkat SKPD adalah perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang

16 Program adalah penjabaran kebyakan SKPD dalam bentuk upaya yang bens! satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesual dengan mis1 SKPD

17 Kegatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih umit kenja pada
SKPD sebaga bagian dan pencapaian sasaran terukur dan suatu program dan terdin dan
sekumpulan tindakan pengerahan Sumber Daya baik yang berupa personal ( Sumber Daya
Manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknolog, dana atau kombinas: dari beberapa
atau kesemua jems sumber daya tersebut sebagar masukan ( wput) untuk menghasitkan
keluaran ( output) dalam bentuk barang/jasa

18 Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan pembangunan fisik yang merupakan satu kesatuan
konstruks: dan/ atau pembangunan kawasan terpadu yang terintegrasi yang pelaksanaannya
mengikat Dana APBD untuk masa lebih dan 1 (satu) tahun anggaran

19 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dibiayar dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
barang/jasa

20 Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/ layanan jasa

21 Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa dalam
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

22 Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaiaan
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masth bersifat
perkiraan semnentara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama
atas kuantitas pekerjaan vang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa

23 Kontrak Anak adalah bagian pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk pengadaan
jasa pelaksanaan konstruks) atas penyelasaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu vang tdak
boleh melampaw berakhirnya tahun anggaran yang sedang berjalan berdasarkan harga satuan
untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekmis tertentu, yang kuantitas
pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada
hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Nama program yang didalamnya terdapat kegiatan tahun jamak adalah pembangunan
infrastruktur 3 ( tiga) Ruas Jalan di Kabupaten Halmahera Selatan yang bersumber pada
Pinjaman Daearah pada Pusat Investasi Pemenntah (PIP) Kementnan Keuangan Republik
Indonesia sebesar Rp 77 800 000 0000 ( Twuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta
Rupiah )

(2) Peraturan Bupati 1m mengatur hal-hal yang meliputi
Maksud dan Tujuan

Jems Kegiatan/ Lokasi,

Pemayaan dan Batasan waktu pelaksanaan,
Prinsip-Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan
Pelaksanaan

Kontrak dan Tata Cara Pembayaran
Penanggungjawab dan Pengawasan

- ML oo
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BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati im adalah

a. sebagai implementas: atas Perjanpian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman
Pemenntah Daerah Antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemenntah Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang
Pinjaman Daerah

b Mengatur pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak dalam rangka pembangunan infrastruktur 3
( tiga) Ruas Jalan di Kabupaten Halmahera Selatan secara tenntegrasi —agar dapat
dilaksanakan sesum program daerah yang diharapkan,

b Tercapainya kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran,

¢ Menjamin kepastian tersediannya dana dalam jumlah teretentu untuk pelaksanaan
pembangunan infrastruktur 3 ( tiga) Ruas Jalan dalam APBD Kabupaten Halmahera
Selatan setiap tahun anggaran sampai dengan selesannya pembangunan tersebut yakm
selama 5 ( Lima ) Tahun yang dialokasikan untuk pembayaran Pinjaman Daerah pada
Pusat Investas: Pamenntah ( PIP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati mm adalah adalah untuk memberikan jaminan
kepastian hukum dan mencegah timbulnya dikemudian han bag penanggungjawab dan
pelaksana kegiatan Kontrak Tahun Jamak ( pelaksanaan pembangunan infrastruktur 3 ( tiga)
Ruas Jalan) sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
JENIS KEGIATAN/ LOKASI
Pasal 4

Jems Kegiatan Tahun Jamak meliputi pembangunan 3 ( tiga) ruas jalan di Kabupaten Halmahera
Selatan yakm

(1)

(2)

a Ruas Jalan Labuha — Indomut — Belang-Belang,
b Ruas Jalan Mandoang — Pelabuhan Kupal,
¢ Ruas Jalan — Babang — Songa — Wayaua - Bibinoi

BABV

PEMBIAYAAN DAN BATASAN WAKTU PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur 3 (ga) Ruas Jalan di Kabupaten Halmahera
Selatan bersumber pada Pimjaman Daerah pada Pusat Investast Pemenintah ( PIP) Kementrian
Keuangan Republik Indonesia yang dialokasikan melalu: pembayaran pinjaman sctiap
tahunnya dalam APBD Kabupaten Halmahera Selatan dan/atau APBD-P selama 5 ( empat )
Tahun Anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018
dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 77.800 000 0000 ( Twuh Puluh Twuh Milyar Delapan
Ratus Juta Rupiah )

Alokas1 Dana terscbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Halmahera Selatan dan/atau APBD-P dan Tahun 2014 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 dengan nincian sebagai berikut

a. APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp
13 971 583 333,34 ( Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Empat,
Rupiah) yang terdin dan pembayaran pokok sebesar Rp 10373 333 333, 34 ( Sepuluh
Milyar Tiga Ratus Twuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus
Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Empat Rupiah) dan pembayaran bunga pinjaman






